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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
  
  Sehubungan dengan telah terbitnya DIPA Revisi pembukaan blokir Anggaran Tahun 

Anggaran 2025, maka dimohon kepada Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Melakukan percepatan pelaksanaan Belanja Modal :  

a. Segera melakukan Pengadaan Barang/Jasa dan mempercepat proses 

perikatan/penandatanganan kontrak dan segera mendaftarkan kontrak tersebut; 

b. Mendorong rekanan untuk segera mengajukan tagihan jika progress/prestasi 

pekerjaan sudah mencapai termin pembayaran dalam kontrak; 

c. Segera menyelesaikan kewajiban pembayaran terhadap tagihan tersebut dan 

pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN. 

2. Melakukan penghitungan kembali terhadap Pelaksanaan Belanja Barang Operasional dan 

Non Operasional : 

a. Menyusun kembali rencana kegiatan dan rencana penarikan dana sesuai jadwal 

pelaksanaan kegiatan dan realisasi pembayaran; 

b. Melakukan percepatan penyelesaian tagihan dan pengajuan Surat Perintah Membayar 

(SPM) ke KPPN sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah disampaikan. 

  Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.    

  Wassalamu’alaikum  Wr. Wb. 
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